


A. Lampiran Surat Permohonan Observasi




B.  Lampiran Pembelian Produk di Toko Online
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C. Lampiran Foto Observasi




D. Lampiran Undang-Undang NOMOR 8 TAHUN 1999

Tentang Perlindungan Konsumen
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tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan.

BAB Il
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perhndungan kormmen beraman manfaat, keadilan,
1gan, k 1 dan 1 konsumen, serta
kepastian hukum.

Pasal 3

Perlindungan konsumen bertujuan :

1. meningkatkan k d: 1, k puan dan k diri
untuk melindungi diri;

2 mewmdanmmmmendengan

caramengﬁmhrkmnya k negatif p ]

mM dAan/atan Saeﬁ

men dalam memilih,
nya sebagai
4. i = S perlindungan Ko . g

& g unsur kepastian hukum dan BIb

i serta akses untuk mendapatkan ml‘o Si;
umbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai

entingnya pamnd
sikap yang r dan
meningka udM
me |n
ehatan, kenyaman:
n konsumen.

\ A:*:mﬂ
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anan, keamanan,

si barang dan/at.
barana: R/atau jasa na

ndapatkan barang dédn/atau [asa tersebut sesuai

an nilai tukar.dan kondisi serta in;
duan;ikan

f y g benary) j

kOndlSl g da :

hak untuk dl ar
barang dan/atau jasa yang

hak untuk mendapatkan advokasa perhndungan dan
paya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen

hak untuk dipe

jujur serta tidak ciskrimina‘lif

8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau
penggantian, apabila barang darvatau jasa yang
diteri'na tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak

y<,

9. hak-luk yang diatur dalam ketentuan peraturan

perundang-undangan lainnya.




9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan lainnya.

Pasal 5
Kewajiban konsumen adalah :

a. mernbam atau mengkuﬂ pe'lunjuk lnl‘on'nasl mn

1 atau
]asa. derni kearnanan dan keselamalan

b. beritikad baik kan trar i p belian
barang dan/atau jasa:

c. rnarnbayar sesuai dengan nilai Iukaryang disepakati:

d. mer kum senaketa

perhndungan kon S:

ad b:
fikan informasi y.

kondisi dan jaminan

beri penjelasan peny

? an atau melayan ko
da ufur serta tdak-diSkgaminatif;
menjamin mutwbarang dafatau jasa yang di
u dipérdagangkan be
u barang darvatau

rugi danlalau penggantiai
atas kerugian akibat penggunaan pemakaian dan
pemanfaatan barang darnv/atau jasa yang
diperdagangkan;
mberi kompensasi, ‘ga tirugdanl
apab barang dan/ata ang

. pfaatkan tida

BAB IV
PERBUATAN YANG DILARANG
BAGI PELAKU USAHA

Pasal 8



BAB VI
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA

Pasal 19

(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas
kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat
mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau
diperdagangkan.

{2) Ganti Tugi sebagaimaina dinansud pada ayat (1) gapat
berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau
jasa yang sejenis atau setara nilainya, aiau perawatan
kesehatan dan/atauwpemberian santunan yang,sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

(3). Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7
(twujuh) hari setelah tanggal transaksi:

(4) Pemberian gantiugi. sebagaimana ‘dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) tidak meanghapuskan' kemungkinan adanya tuntutan
pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya
unsur kesalahan.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada-ayat (1) dan ayat (2)
tidak beriaku apabila_pelaku usaha dapat membuktikan bahwa
kesalahan tersebut mérupakan kesalahankensumen.

Pasal 20

Pelaku usaha periklanan/bertanggung jawab atas iklan yang
diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan
tersebut.

Pasal 21

(1) Importir barang bertanggting jawabisebagai pembuat barang
yang diimpor apabila importasi barang tersebiut tidak dilakukan
oleh agen atau perwakilan produsen luarnegeri.

(2) Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing
apabila penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh
agen atau perwakilan penyedia jasa asing.

Pasal 22

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam
kasus pidana sebhagaimana dimaksud dalam Pasal 1Q ayat (4))
Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggung jawab
pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk
melakukan pembuktian.



(2) Sekretariat badan penyelesaian sengketa konsumen terdiri atas kepala
sekretariat dan anggota sekretariat.

(3) Pengangkatan dan pemberhentian kepala sekretariat dan anggota sekretaria
badan penyelesaian sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 52

Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi:

a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen,
dengan cara meiaiui mediasiLatau arbitrase atau konsiiiasi;

b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;

c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;

d. melaporkan kepadapeényidik umum apabila terjadi pelanggaran
ketentuam'dalam Undang-undang ini;

e. menerilnapengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen
tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

f. _melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan

Konsumen;
£. /memanggilpelaku usaha'yang diduga telah melaku' age -
terhadap perlindungan konsumen; 20/46 ee
'h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/e.. ~«p Oh

yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap/Undang-undang 1.,
i. meminta bantuan/penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi,
saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud'pada huruf g dan
huraf, h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian
sengketa/ konsdmen;
mendapatkan, meneliti dan/atauymenilai surat, dokumen, atau alat bukti
lain guna penyelidikanidan/atau pemeriksaan;
memutuskan dan menetapkan ada‘atau tidak adanya kerugian di pihak
konsumen;
memberitahukan puUtusan kepada pelaku usaha yang melakukan
pelanggaran terhadap perlindungan. konsumen;
menjatuhkan sanksi-administratif kepada pelaku usaha yang melanggar
ketentuan Undang-undang ini.

o

= =

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan'wewenang badan
penyelesaian sengketa konsumen Daerah Tingkat Il diatur dalam surat
keputusan menteri.

Pasal 54

(1) Untuk menangani-dan menyelesaikan sengketa konsumen, badan
penyelesaian sengketa konsumen_amémbentuk majelis.

(2) Jumlah anggota majelisgsebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusiganjil
dan sedikit-dikitnya 3 (tiga) crang yang mewakili semua unsur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3), serta.dibantu oleh seorang paniteras
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E. Lampiran PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 80 TAHUN 2017 TENTANG BADAN PENGAWAS

OBAT DAN MAKANAN

[Saumar ]

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

RATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMO

GAWAS OBAT DAN Mu4

delapan

001
ewe!

Orgamull dan Lembtgﬂ

eputusan

en tentang Unit
Organisa lon Lembaga Pemerintah

Non Dep imana telah beberapa kah
diubah, terakhir, dengan Peraturan B
Nomor 4 Tahu ntang Perub;
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UTF t <
Menetapkan : P v :~ DJAN PENGAWAS

pengawasan Odan
ketentuan pers :

ey 2

P a ahan obat, narkotiks,

psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional,
suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.
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X

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

unsur organi ‘?
i. pengelolaan -‘:.4

menjadi tanggung jawal

b BPOM;
pelaksanaan




(2)

3)

oS

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

A8

k. pelaksanaan_dukungan ‘vang bersifat substantif
kepada selurah unsur organisasi diylingkungan
BPOM.

Perigawasan  Sebelum |, Beredar  sebagaimana
dimaksud (pada ayat' (1) adalah péngawasan-Obat
dan Makanan sebelum beredar sebagai tindakan
pencegahan untuk menjamin, Obat dan Makanan
yang beredar imémenuhi standar dan persyaratan
keamanan, khasiat/ manfaat, dan/mutu/produkyang
ditetapkan.

Pengawasan Selame Beredar sébagaimana dimaksud

pada ayat (1} adalah pengawasan Obat ddn Makanan

selama berédar” Gintuk mémastikan Obat dan

Makanan-yang beredar ~memenuhi—standar  dan

persyaratan -kéamanan; khasiat/manfaat, dan mutu

produk yarg- ditetapkan serta tiuidakan.pénegakan
hukum.

Bagian Keempat
Kewenangan
Pasal 4

Dalam melaksanakan, tugas pengawasan. Obat dan
Makanan, BPOM mempunyai kewenangan:

a.

menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesyai
dengan, standar dap", persyaratan -K€amanan,
khasiat/manfaat—dan smutu,~serta pengujian obat
dan makanan sesual dengan Ketentuan peraturan
perundang-undangan;

melakukan inteliien dan penyidikan di bidang
pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. pemberian . . .

13
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F. Lampiran PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG

PENGAWASAN PRODUKSI DAN PEREDARAN

KOSMETIKA

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

o Makanan

Nom .12.11.70052 T n 2 tentang

j Produksi dan osmetika sudah
d S| el hukum  sert

perke 2 an dan teknologi

bidang kosmetika sehingga perlu diganti;
bahwa berdasarkan pertimbangan

N sanakan entuan Pasal 2 eraturan Menteri
Kesehatan Nomor 1175/MENKES/PER/VI/2010 Tahun
2010 tentang Izin Produksi Kosmetika, perlu
menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan
Makanan tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran

Kosmetika;




BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1

Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang
dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh
manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir dan
organ genital bagian luar, atau gigi dan membran
mukosa mulut, terutama untuk membersihkan,
mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau
memperbaiki bau badan atau melindungi atau

memelihara tubuh pad ondisi baik.

g Baik yang selanjutnya
kegiatan

10.

11

a didirikan dan

kegiatan dalam wilayah
hukum negara Republik Indonesia baik sendiri ma

maupun

berkedudukan atau ma\g

distribusi yang
bertindak atas namanya sendiri dan atas penunjukkan
dari produsen, pemasok, atau importir berdasarkan
perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran
Kosmetika.

Agen adalah Pelaku Usaha distribusi yang bertindak
sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang
menunjuknya berdasarkan perjanjian untuk melakukan
kegiatan pemasaran Kosmetika.

Pengecer adalah Pelaku Usaha distribusi yang kegiatan
pokoknya kan K ika secara langsung
kepada konsumen.

Peninalan Tanoeiino eerara Katn Tinoleat  aralah




10.

11

16.

17.

19.

rkul "
14, i
lola oleh pemerintalf] p; ﬁ:

=3 ber entuk bada
%1 luar negeri y:
en :MB donégia untuk mela 3
pen’ iliki/dikuasai.

sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang
menunjuknya berdasarkan perjanjian untuk melakukan
kegiatan pemasaran Kosmetika.

Pengecer adalah Pelaku Usaha distribusi yang kegiatan
pokoknya memasarkan Kosmetika secara langsung
kepada konsumen.

Penjualan Langsung secara Satu Tingkat adalah
penjualan Kosmetika yang tidak melalui jaringan

pemasaran berjenjang.

Penjualan Langsung secara Multi Tingkat adalah
penjualan Kosmetika melalui jaringan pemasaran
berjenjang yang dikembangkan oleh penjual langsung
yang bekerja atas dasar komisi dan/atau bonus

hasii | penjuaian . Rosmeilka  kepada

pgan sistem pelayanan

secara eceran

yang berbentuk minimarket, supe department

store, hypermarket, atau grosir berbentuk

U yaoe

badan usaha milik negara

meneng;

""".B

yang
n

atau praktek

Produk Antara adalah suatu bahan atau 1 firan

Produk Ruahan adalah bahan yang telah selesal diolah
dan tinggal memerlukan kegiatan pengemasan untuk
menjadi produk jadi.

Petugas adalah pegawai di lingkungan Badan Pengawas
Obat dan Makanan yang diberi tugas oleh pejabat yang
berwenang untuk melakukan pengawasan berdasarkan
surat tugas.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan.
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BAB I1
TATA LAKSANA PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pemeriksaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 2
(1) Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika
dilakukan melalui pemeriksaan terhadap:
a. sarana; dan/atau

Kosmetika

b.

Pemeriksaan s

khusus.

Selain pemeriksaan 1|erha§ap sarana sebagaimana dimg

dalam Pasal 3, pemeriksaan juga dapat dilakukasa

foeri vang produknva
diedarkan di wilayah negara Republik Indonesia.

Paragraf 3
Pemeriksaan terhadap Sarana Pemilik Nomor Notifikasi

Pasal 5
Sarana Pemilik Nomor Notifikasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf a meliputi sarana:
a. industri Kosmetika:

17
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— PUSEUS N et eee e e e e e

diedarkan di wilayah negara Republik Indonesia.

oy —

Paragraf 3
Pemeriksaan terhadap Sarana Pemilik Nomor Notifikasi

Pasal 5
Sarana Pemilik Nomor Notifikasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf a meliputi sarana:
a. industri Kosmetika;
b. importir yang bergerak di bidang Kosmetika; dan/atau
c. usaha perorangan/badan usaha di bidang Kosmetika
yang melakukan kontrak Produksi.

Pasal 6
(1) Pemeriksaan sarana pada industri Kosmetika
b imana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5

cara melakukan

pecnerapan CPKB; dan
pemenuhan

persyaratan

)

72,0 ,
////f«,;fﬁ;:;) \\\

e /aélqim&
\ dan usaha) peroran

0 etika yang melaku

AN

cngan melalui pe: terhadap:

amen adm STTAS c*
pemenuha dokumen pefgad. isfribusi
K :
m ra tan e“ informasi
prod »
d. kepemilikan atau penguasaan Tempa
Penyimpanan Kosmetika;

ara penyimpanag smetika; dan
D — Aala 5 ~ i
2) Pemerikaas FAIimana nada avat (43

huruf a dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
(1) Dokumen pengadaan dan distribusi Kosmetika
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b
meliputi:
a. prosedur tertulis dan catatan pengadaan,
penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, dan
penarikan Kosmetika;

- - A Frmtns PSR A ratine
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Pasal 8
(1) Dokumen pengadaan dan distribusi Kosmetika
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b

meliputi:
a. prosedur tertulis dan catatan pengadaan,
peneri 1 penyimpg 1 pengeluaran, dan

penarikan Kosmetika;

b. catatan persediaan/kartu stok dari setiap
Kosmetika;

c. prosedur tertulis dan catatan penanganan keluhan
sesuai ketentuan;

d. prosedur tertulis dan catatan penarikan sesuai
ketentuan;

e. prosedur tertulis dan catatan pemusnahan sesuai
ketentuan;

f. prosedur tertulis dan catatan penanganan contoh

pertinggal; dan

N

33“};m:“;$ang
. Q

y
aksud
sesuai dengan -4 bena.r
diran MB.‘ k memastikan
kondisi d s penyimpanan memadai.

Pasag

disimpan pada
kondisi sesuai dengan keterangan dan/atau informasi
yang tercantum dalam penandaan.

2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk menjamin keamanan dan stabilitas
Kosmetika.

3) Dalam hal pada penandaan tidak mencantumkan cara
penyimpanan, Kosmetika wajib disimpan di tempat
yang kering, tidak panas, tidak lembap, pada suhu
kamar, dan terhindar dari sinar matahari langsung.
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Pasal 10

(1) Cara penyimpanan Kosmetika sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e wajib disimpan pada
kondisi sesuai dengan keterangan dan/atau informasi
yang tercantum dalam penandaan.

2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk menjamin keamanan dan stabilitas
Kosmetika.

3) Dalam hal pada penandaan tidak mencantumkan cara
penyimpanan, Kosmetika wajib disimpan di tempat
yvang kering, tidak panas, tidak lembap, pada suhu
kamar, dan terhindar dari sinar matahari langsung.

Pasal 11

fisi penanggung jawab teknis dalam Pa

1) huruf f wajib dimili leh penanggung ja

akh di i g, Kosmeti

©; Pen;

gecer;

Penjualan
Penjualan Langsung secara Multi Tingkat.

Langsung secara Satu Tingkat




